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ABSTRAK

Rufi 0at usNura26042l 204. Kesadaran Hukum Pasangan Gen Z
TerhadapEfektivitasPPNomor 59 Tahun 2018entang Tarif Perkawina(Studi

Di KUA Klojen Kota Malang) Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syahnia
Universitas Islam NegeMaulana Malik Ibrahim Malang. Pebimbing:Faridatus
Syuhadak, M.HI.

Kesadaran hukum merupakan bentuk refleksitas atas efektivitas hukum
Kesadaran hukum hanya dapdthat dari perilaku masyarakat hukum. Peraturan
Pemerintah no 59 tahun 2018 mengatur tentanddiagis perkawinan. PP 59 tahun
2018 diberlakukan sebagai upaya peningkatan layanan publik. Tarif biaya
perkawinan yang tercantum dalam PP 59 tahun 2018sael&)0.000 bila
perkawinan dilaksanakan diluar KUA, sementara bila dilaksanakiAitidak
dipungut biayalan O; rupiah bagi orang miskin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum Generasi Z
tentang tarif biaya perkawinan sesuai kaian PP 59 tahun 2018. Penelitian
menggunakan metode penelitian empiris. Sebab untuk mengetahui kesadaran
hukum Generasi Z harwdlihat dari gerilaku mereka dalam menjalankan PP 59
tahun 2018. Kesadaran hukum yang dimaksud ialah kesadaran hukum atas
efekivitas PP 59 2018. Dimana Generasi Z dapat metikkean PP 59 2018 dalam
perilaku hukum. Nilai efektivitahiukumyang digunakan dalam menilai efektivas
PP 59 tahun 2018 ialagdendapasoerjono soekanto.

Hasil dari penetian ini ditemukan bahwa latar bebalg PP 59 tahun 2018
ialah ditemukan punganliaryang dilakukan oknum modeOleh karena itu untuk
menghilangkan pundanliar dan meningkatkan pelayanan publik diterbitkan PP
59 tahun 2018. Penemuan kedua, kesadaran hukum calon pasangan pengantin
masihditemukan beberapa calon pengantin yang belum mengetahui tentang tarif
biaya perkawinan sesuai ketentuan dalam PP 59 tahun 2018. Beberapa yang lain
mengetahui taf biaya perkawinan sesuai ketentuan PP 59 tahun 2018. Pengetahuan
akan hukum menjadi salahtgdaktor kesadaran hukum Generasi Z.

Kara Kunci : Kesadaran Hukum, PP 59 tahun 2018, Generasi Z
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ABSTRACT

Rufi'atus Sa'adah, Nur 17210142, 2024. Legal Awareness of Gen Z Couples
Regarding the Effectiveness of PRMumber 59 of 2018 concerning Marriage
Tariffs (Study at KUA Klojen, Malang City). Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah,
Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Supervisor: Faridatus Syuhadak, M.HI.

Legal awareness is a form of refen on the effectiveness of the law. Legal
awareness can only be seen from the behavior of the legal community. Government
Regulation No. 59 of 2018 regulates wedding fee rates. PP 59 of 2018 was
implemented as an effort to improve public services. Thaiage fee rate stated
in PP 59 of 2018 is 600,000 if the marriage is held outside the KUA, while if it is
held at the KUA there is no charge andrQpiah for poor people.

This research aims to determine the legal awareness of Generation Z
regarding meiage fee rates in accordance with the provisions of PP 59 of 2018.
The research uses empirical research methods. Because to know the legal awareness
of Generation Z, it must be seen from their behavior in implementing PP 59 of 2018.
The legal awareness uestion is legal awareness of the effectiveness of PP 59
2018. Where Generation Z can practice PP 59 2018 in legal behavior. The legal
effectiveness value used in assessing the effectiveness of PP 59 of 2018 is Soerjono
Soekanto's opinion.

The results tthis research found that the background to PP 59 of 2018 was
the discovery of illegal levies carried out by modern elements. Therefore, to
eliminate illegal levies and improve public services, PP 59 of 2018 was issued. The
second discovery, legal awaresef prospective bridal couples, was still found by
several prospective brides and grooms who did not know about the wedding fee
rates according to the provisions in PP 59 of 2018. Several others knew about the
rates. wedding costs in accordance with fhvevisions of PP 59 of 2018.
Knowledge of the law is one of the factors in Generation Z's legal awareness.

Keywords: Legal Awareness, PP 59 of 2018, Generation Z
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Manusia merupakan mahluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai
macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia teefiginginkan
pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang
sempurna, baik secara individu maupun kolektif sebagai bagian dari masyarakat.
Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsu
seksnya merugkan kebutuhan fisiologishie physiological needfs

Penyaluran nafsu seksualitas manusia dapat dilakukan dengan berbagai
macam cara, pada lazimnya dilakukan dengan cara (sesuai-norma yang
berlaku) yang dikenal dengan istilah perkawinan (pernikahatapi perlu pula
diketahui bahwa perkawinan tidak hanya untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas
manusia semata, karena perkawinan mempunyai pengertian yang lebih luas dan
mempunyai tujuan yang sangat suci.

Diantaranya tujuan perkawinan dari sisi hokuperkawinan bukan
hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh dari itu
bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena memang perkawinan itu
dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan atau kiedalg secaraasial,
perkawinan itu sendiri berhasil mengangkat derajat seorang wanita ke tingkat yang

lebih tinggi di masyarakat dibanding dengan kondisinya sebelum melangsungkan

lAbraham H. MaslowMotivation and PersonalitfHarper & Row Publishers, New York, 1970)
3547.



perkawinan.Ketiga, perkawinan dari sudut pandang agama merupakan sesuatu
yang suci dan &aal, untuk itu perkawinan harus dilakukan oleh oranang yang

suci agar tujuan perkawinan yang luhur itu dapat terc&edanjutnya, yang lebih
penting adalah bahwa dalam sudut pandang agama perkawinan merupakan langkah
awal untuk membentuk keluargabsgai asas masyarakat.

Hukum perkawinan menyatakan bahwa tujuan ideal perkawinan adalah
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam pasal
1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang p&ikan yang menjelaskan
b a h wParkawiinanialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal?Mdrguk dasar ka
pada pengertian perkawinan dalpaeraturan perundangndangan yang berlaku di
Indonesia dalam hal ini Undaigndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara seorang pria dan wanita yaelgkukan
perkawinan seyogyanya mempunyai ikatan lahir batin yang kuat dalam membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari sisi perjanjian perkawinan, arti dari perkawinan merupakan suatu
iktikad, yang didalamnya saratengan kewajibakewajiban dan hak, bahkan
terdapat pula beberapa perjanjian perkawmilenurut Maslow definisi di atas

secara tegas dinyatakan balpeakawinarmempunyahubungaryangeratdengan

2Pasal 1 Undangyndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 TenRergawinan
SUndangundang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 29.



agama/rohanijasmani/biologis,hukum/sociaf. Dengan demikian, pekawinan
adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah
ataut a zdarpnerupakan ucapan seremonial yang sakral.

Selain itu, Perkawinan merupakan ssfilunya cara agama untuk
melegalkan produksketurunan dan bertahan hidup dengan menjaga keutuhan
darah yang sangat diperhatikan Islam. Islam juga memandang perkawinan sebagai
sarana untuk memperkuat akhlak, karena perkawinan dapat melindungi orang dari
kerusakan moral damelindungi individu dari keisakan sosial, karena gejolak
kecenderungan kepada | ain jenis telah te
dan hubungan yang hafal.

Menurut UndangJndang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukaoirut hukum,
disamping itu tiap tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang
undangan yang berlaKiArtinya, perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan
menurut hukum dan kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai. Jika terdapat
bukti dokumenter bahwa pencatatan harus dicatat sesuai dengan hukum yang
berlaku, maka setiap pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama dan

kepercayaan masingasing akan dianggap mengikat secara hukum.

4 da Kurnia dan Ekimetl eéms iMak & 1 ka Wil JuraatPénibardayadnu j uanny o
MasyarakatNo. 1 (Mei 2016)50.

5M.A. Tihami dan Sohari Sahrarftikih Munakahat(Kajian Fikih Nikah Lengkap), (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2018),

6Zaitunah SubhanAl-Qur 6 an dan Perempuan Menuju Kesetaraan
(JakartaPrenada Media Group, 2015), 120

"Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undabpdang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan



Pencatatan perkawinan samalnyadengan peristva-peristiwa penting
dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian, bukti yang dijelaskan
dalam akta dan bukti juga dicantumkan di formulir pendaftiratelalui
pencatatan nikah, pasangan tersebut akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti
sebearnya dari perilaku hukum perkawinan tersebut. Jika terjadi perselisihan
antara kedua belah pihak dan pihak yang bertikai tidak mau bertanggung jawab,
maka pasangan dapat mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan dan membela
hak masingmasing Pencatatan peikahandilakukan di kantor urusan agama
(KUA) yang ada disetiap kecamatan.

Sebuah badan pemerintahan yang berada di bawah naungan Kementerian
Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas menjalankan sebagian besar tugas
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama islam untuk
wilayah kecamatan. Salah satu tugasnya adalah mendisiplinkan tata usaha
perkawinan karena di masyarakat masih sering terjadi perkawinan yang tidak sesuai
dengan agama dan peratupsmundangundangar.

Tujuan penyelenggaraan perkawinan bukan untuk membatasi atau
melarang hak asasi warga negara. Sebaliknya, untuk melindungi dan memelihara
warga negara dengan membentuk keluarga dan memberikan jaminan hukum atas
hakhak suami, istri,dan anak. Organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan
bersama, dan jika semua komponen berfungsi dengan baik, organisasi dapat

berhasil'®

8Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam Indonegidakarta:Prenada Media, 2006), 25

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Menteri Agama Republik IndoNesnor 298
Tahun2003Tentang Pencatatan Nikah, (Jakarta:Depag RI, 2003), 4.

wibowo, Manajemen Kinerja (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), Edisi Revisi IV, 1



Kenaikan biaya administrasi pencatatan pernikahan daratiran
PemerintahNomor 47 Tahun 2004 sangat signifikan. Mgskn pada dasarnya
setelah dicabutnya PP Nor 47 Tahun 2004 kemudian dikeluarkaer&uran
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, substansinya sama denganatéran
PemerintalNomor59 Tahun 2018ntang jenis dan tarif penerimaan negara bukan
pajak yang berlakdi kementrian agamaNamun, regulasi yang berlaku saat ini
adalah PP Nmor 59 Tahun 2018. Selain itu, kepatuhan dari masyarateest
perubahan PP Nwaor 59 tahun 2018 belum sepenuhnya efektif karena terdapat
tambahan taf diluar tarif yang telah ditetapkadalam PP Nmor 59 Tahun 2018
sehingga pencatatan nikah tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi atau
pungutan liar.

Peningkatan biaya administrasi pencatatan perkawinan daxioRfr
47 Tahun 2004 sangatlah signifikan. Terlepas dari kenyataavaldah Nomor 47
Tahun 2004 telah dihapus dan diganti dengan PP Nomor 48 Tahun 2014, substansi
sebenarnya sama dengan PP Nomor 59 Tahun 2018. Selain itu, madyaltakat
sepenuhnya mematuhi perubahan Pimdicb9 Tahun 2018 karena adanya biaya
tambahan yang melampaui tarif yang ditetapkan dalam PRoNs® Tahun 2018
yang memungkinkan pendaftaran pernikahan dianggap sebagai penyelesaian atau
tindakan ilegal.

Seiring berjalannya waktu, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004
tentang Tarif Penaniaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen
Agama telah diubah. Perubahanya di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48

Tahun 2014 yang menyatakan bahwa biaya pencatatan dan rujuk perkawinan tidak



dipungut biaya atau tidak dipungut biaya sama IseRala pengecualian jika
melangsungkan pernikahan di luar KUA dan di luar jam kerja maka akan dikenakan
biaya sebesar Rp 600.080Kemudian peraturan kembali dicabut dan diganti
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Yang Berlaku Pada Kementerian Agama yang mana isi
aturannya hampir sama dengan yang sebelumnya. Peraturan peraturan ini diubah
pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pada tahun 201Bresiden Jokowi kemliamemperbarui mengai PP
Nomor 19 Tahun 2015 menjadi PP Mor 59 Tahun 2018. Pembaharuan tersebut
dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan kembali pelaypadayanan yang
diberikan kepada masyarakat umum. Di dalam pasalnya yang kaitannya dengan
biaya nikah masih sama dengaanyg sebelumnya yaitu apabila pernikahan
dilaksanakan di KUA maka biaya akan di gratiské@dangkan apabila dilakukan
di luar KUA maka akan membayar biaya transportasi dan jasa profesi sebesar
600.000 rupiah?

Terobosan pemerintah dalam hal ini KementeAgama adalah mulai
Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dilanjutkan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 ialah tentang biaya bagi warga negara yang tidak

mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau

Upasal 6 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Penerimaan Negara
Bukan Pajak/ang Berlaku pada Departemen Agama

2peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 2015 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku paddepartemerAgama tentang tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Yang Berlaku Pada Kementerian Agama

Bpagl 5 ayat 2 Peraturan Pemerintan No 59 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.



rujuk d luar Kantor Urusan Agama Kecamatan maka dikenakan tarif 0,00 rupiah.
Terobosan pemerintah tersebut bertujuan untuk mengurangi beban perekonomian
masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan dan menghilangkan praktek
gratifikasi yang dilakukan oleh okm pejabat dan pencatat perkawifan.

Setelah undangndang pemerintah yang mengatur biaya pernikahan
dibuat, terbukti bahwa praktek pungutan liem gratifikasimasih dilakukan di
beberapa tempat, samysimpai beberapa orang dihukum pidana. Terlepagwa
masyarakat Jawa biasanya merasa tidak nyaman petkewohjika mereka

mengundang seseorang keluar dari jam kerja atau liburan tanpa memberikan apa

apa kepada mereka. Kalaupun tidak uang biasanya kue atau jajan dari acara resepsi.

Hal Ini telah menjdi kebiasaan dan sudah menjadi tradisi di masyarakat.

Dengan diterbirkannya P9 tahun 201&ertujuan untuk menghapus
gratifikasi pada ASNKUA. Sebab cikal bakal adanya korupsi di pemerintahan
berawal dari gratifikasi yang masyarakat menggap sebagai pambe
penghormatan atapekewoh Demikian akan mempengaruhi kinerja penghulu
dalam pelayan pernikahan. sebab ASN penghulu sudah mendapatkan gaji dari
negaradalam melaksanakan tugasnya untuk melayarkia@enan Lebih dari itu
dalam PP59 tahun 2018lisebukan pula hak penghulu bila bekerja diluar jam

oparasional kantor dan biaya transpotasi bila melakukan perkawinan diluar kantir

Kar

KUA.
“Zaenuddin, o I mplementasi Biaya Perni kahan Di
Dan KabupatenPek al ongan) o, (Tesi s, Ul N Sunan Kal i j

http://digilib.uin-
suka.ac.id/33830/1/16203010012%20_%20BAB%201%20_%20V%20_%20DAFTAR%20PUS
TAKA.pdf



Selaras dengatujuan hukum ialah membentuk maasakat yang baik
dan meninggalkan hdlal yang merugikam masyarakatDalam istilah hukum
disebut hukum sebagai s@l anggering dan saal control. Dimana masyarakat di
rekaya/dibentuk dalam meiptakan mayarakat hukum. Dengan tujuan sebagai
upaya mengontrol masyrakat yang melakukarhaalyang mkawan hukm.

Hukumdikatakanefektif dapat diukur darsejauh mana suatu kelompok
dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila
mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk
mengarahkan atamnengubatperilaku manusia sehgga menjadi suatu perilaku
hukum?® Maka dari itu seharusnya peraturan terkait dengan biaya pernikahan
antara peraturan dan pelaksamganharus selaragalam membentuk masyarakat

yng sadahukum.

B. Rumusan Masalah
Salah satu hal yang penting dalam peéiaeliadalah rumusan masalah,
karena rumusan masalah bisa dijadikan sebagai pembahasan objek yang akan
diteliti dan dicari jawabannya. Berdasarkan latar belakemgy diurakan di atas
maka dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanalatar belakang dan pandangan KUWdAojen padapenerapan

Peraturan Pemerintah Mor59 Tahun 2018 ntang biayag@kawinan?

SMunir Fuadi, TeorTeori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, (Jakarta: Kencana Prennamdeia
Grouwp, 2013), hal 248.

8suwandi, and Aunur Rofig. "Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM
berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto." IN RIGHT Jurnal Agama dan
Hak Azazi Manusia 11.1 (2022): 124.



2. Bagaimanakesadaran hukunpasangan gen Zmengenai efektivitas
Peraturan Pemerintah Nwor 59 Tahun 2018entangbiayaperkawinandi

KUA Klojen Kota Malan@

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti
mempunyai beberapa tujuan selama pdraban penelitian, diantaranya:

1. Mengetahuilatar belakang dan pandangan KW&camatarKlojen dengan
diterbitkan PeraturaRemeritah no 59 tahun 2018 tentdPenerimaarNegara
BukanPajak yang berlaku d{emenérian Agama tentang biaya perkawinan.

2. Mengetahui kesadaran hukumpasangangen Z yang melangsungkan
perkawinan di KUA KecamatanKlojen mengenaiefektivitas Peraturan
Pemerintah Nomor 59 Tahun 20thtangPenerimaarNegaraBukan Pajak

yang berlaku dKemengrian Agama tentang biaya perkawinan.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan
marfaat serta pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis dalam aplikasinya di
dunia pendidikan maupun di masyarakKatdapun manfaat penelitian yang
diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut
1. ManfaatTeoritis
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk menambah

wawasan pengetahuan ilmu hukum perkawinan yang tedemngan

"Moh. Nazir,Metode Penelitian(Yogyakarta: Gadjah Mada Universitu, 2003), 198}



Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 khusunya terkait biaya
pernikahan.

b. Dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penkdhihtanjut
mengenai polemik biaya pernikahan, sehingga diharap&apat
memberikan kontribusi dalam rangka pengembanganplkemgetahuan.

2. ManfaatPraktis

a. Dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat Islam, khususnya
mahasiswa syariah tentang efektivitasaf@an Pemerintah dinor 59
Tahun 2018

b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait regulasi hukum

tentang biaya pernikahan.

E. Definisi Operasional
Judul lengkap dari skripsi ini adalglesadaran Hukum Pasangan GEN
Z Terhadap EfektivitasPeraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang
Tarif Perkawinan (Studi Di KUA Kecamatan Klojen Kota Malandg)alam judul
tersebut terdapat diksiiksi yang harus diperjelas atau dipahami secara benar
dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman arti, eiksbiut yakni:
1. Kantor Urusan Agamanstansi terkecil Kemestian Agama yang bertugas
membantu melaksanakan tugas Kantor Kesmmt Agama Kabupaten di
bidang urusan agama Islam di wilayglecamatart® KUA yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah KURecanatn Klojen Kota Malang.

®Depag RI, TugaJugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan
Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2024, h.
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2. Perkawinanadalahakad yang sangat kuat atemitssaqanghalidzanuntuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

3. Peraturarpemerintahadalah salah satu peraturan perundamggngan yang
ditetapkan oleh presah sebagai bentuk menjalakn undamglang. Peraturan
pemerintah sebagai peraturan pelaksana teknis dari woddagg, maka
peraturan pemerintah harus sesuai dengan undztang. Dalam hiraerki
perundangundangan, Peraturan pemerintah berada dibawah gndan
undang?®

4. Efektivitas
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna,
keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang
melaksanakan tugas kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas
dengan tujuan yang ingin dicagaindikator efektivitas dalam arti tercapainya
sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah
pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah
direncanakad? Menurut Soerjono Soekanto efektivitas diartikantuk
melihat sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujughnya.

5. GenerasgenZ

19Pasal 2 Kompilasi Hukurtslam

20 Undangundang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundaaggan.

21 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2005: 284.

22Sabian UsmarDasarDasar Sosiologi(Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), 13.

ZSuwandi, and Aunur Rofig. "Implementasi tgugg jawab negara terhadap pelanggaran HAM
berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto." IN RIGHT Jurnal Agama dan
Hak Azazi Manusia 111 (2022): 124. https://ejournal.uin
suka.ac.id/syariah/inright/article/view/2591.
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Generasi Z juga dapat disebut dengan Gen Z, iGen, Gen Zers, ataupun generasi
pasca millenial. Generasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu
yang mengalami perigta sosial dan sejarah penting di sekitar waktu yang
sama dalam hidup mereka dan menunjukkan beberapa karakteristik dan
perilaku yang sama. Barhate dan Dirani mendefinisikan Generasi Z sebagai
generasi yang lahir pada tahun 1298 2. generasi Z merupakgenerasi
internet atau generasi yang menggunakan gadget (gawai) dalam kehidupannya
seharhari. Generasi Z lahir dan tumbuh dalam dunia digital dan teknologi.
Generasi Z tersebut lahir di zaman dimana teknologi sudah mulai berkembang
pesat, sehingga memlggenerasi ini akrab dengan beragam media sosial yang

ada?

F. Sistematika Penbahasan

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan sistematika pembahasan
yang terdiri dari lima bab, masingasing terkandung beberapa sub bab yang
disusun secara sistematidagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini akan memuat beberapa sub bab yang
mendasari dilakukannya penelitian ini. Diawali dengan latar belakang yang
menjelaskan alasan dibalik dilakukannya penelitian ini. Kedua rumusan masalah,
ini yang menjadi feus utama pembahasan dalam penelitian ini. Ketiga manfaat

penelitian, berisi tujuan atau sebuah maksud dari penelitimanfaatpenelitian

2Dijan Ratna Sawir i |, iPer kembangan Kari er Gener asi Z:
Mewuj udkan SDM Indonesia yang Unggul , 0 Artikel F
2024, https://doc
pak.undip.ac.id/id/eprint/14336/1/C1.a.%20Artikel%20Perkembangan%?20Karier%20G#nerasi

20Z.pdf.
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diharapkanbergunabaik untuk peneliti sendiri, mahasiswa, maupun pembaca
secara umum. Kelima definisi operasigmaérupakan kata perkata dari judul yang
menjadi kata kunci. Terakhir sistematika penulisan, susunan penulisan agar
memudahkan pembaca tentang susunan dari penulisan penelitian ini.

Bab II: Tinjauan pustaka, dalam bab ini berisi dua sub bab penelitian
terdahulu dan kajian yang didalamnya memuat penelitian terdahulu dan kajian teori
dari wasiat wajibah, kewarisan beda agama, dan Lembaga Bahtsul Masail sebagai
alat untuk menganalisa dan menjelaskan objek penelitian dan menjawab rumusan
masalah.

Bab Ill: Metode penelitian, dalam bab ini berisi metode yang digunakan
oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini sebagai alat untuk menghimpun dan
menjabarkan data. Dalam bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian,
lokasi penelitian, jenis dan sumbertalametode pengumpulan data, metode
pengolahan data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan
kegiatan penelitian dan mengantarkan penulis pada bab berikutnya.

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini merupakan
pemaparardatadata yang telah diperoleh yang merupakan hasil dari wawancara
peneliti dengan narasumber dan hasil dokumentasi. Bab ini berisi dua sub bab
sebagaimana rumusan masalah yang akan dijawab berdasarkalatdayang
didapatkan beserta analisisnya untulkenjawab rumusan masalah yang telah
ditetapkan.

Bab V, merupakan bagian penutup dari seluruh rangkaian pembahasan.

Dalam bagian ini berisi kesimpulan yaitu ringkasan jawaban dari rumusan masalah

13



yang telah ditetapkan. Kemudian dilanjutkan dengan mengemanlsdrarsaran

sebagai perbaikan atas segala kekurangan.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu digunakan untuk mencegah terjadinya kesamaan
penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan dan kektgai
adanya nilai orisinalitas dari penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai
berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aiyub Zakariyah pada tahun 2022, mahasiswa
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam
Negeri IAINNKedi ri , yang berjudul nDampak Pen
2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Berlaku Pada Kementerian Agama Terhadap Kesadaran Hukum
Masyarakat Mel angsungkan Perni khhan Di
dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, dari data lapangan di
masingmasing kecamatan, bahwa implementasi dari PP Nomor 59 Tahun
2018 menyatakan bahwa mereka dominan lebih memilih melangsungkan akad
pernikahan di luar KUA. Kedua, perilaku mastat dalam merespons adanya
PP Nomor 59 Tahun 2018 ini menyeleweng dari aturan yang telah ditetapkan
serta kendala masyarakat yaitu merasa keberatan dengan jumlah yang
ditetapkardalam PP Nomor 59 Tahun 2018, kurangnya pengetahuan mengenai
eksistensi PP Noor 59 Tahun 2018 ini dalam masyarakat.

Pada penelitian terdahulu ini memiliki persamaan yakni ssanmaa membahas

tentang PP Nomor 59 Tahun 2018k#8t biaya pernikahanlenispenelitian
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juga sama yaitu menggunakan jenis penelitian empi8sedangkan
perbedaannya ada pada fokus pembahasan dalam penelitian tersebut yang
membahas dampak penerapan PRbdl®9 Tahun 2018 menikah di KUA atau
di luar KUA dan kesadaran hukum masyarakat terkait PP tersebut. Sedangkan
untuk penelitian yang sekaranglah fokus membahas terkait efektivitas
hukum PP Nomo59 Tahun 2018 pada generasi gedi KUA Klojen Kota
Malang?®

2. Skripsi yang ditulis oleh Diah Vitasari pada tahun 2021, mahasiswa Program
Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut AganmamidNegri
(I AlN) Ponorogo, d eeraguearPemerindMdmord8Ef e k t i v |
Tahun2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak di KUA
Kecamat an Bandar Kabupaten Pacitano.
bahwa Peraturan Pemerintah Nom@r tdhun 2014 belum berjalan dengan
efektif dikarenakan masyarakat Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan
Sebagian tidak mengetahui terkait peraturan tersebut.
Pada penelitian terdahulu ini memiliki persamaan yakni ssan@a meneliti
tentang efektivitas terkditiaya pernikahan. Selain itu juga menggunakan jenis
penelitian empirisKield Researclatau studi lapangan). Terkait perbedaannya
ialah penelitian dahulu obyek penelitian ialah PPmdp48 Tahun 2014,

sedangkan penelitian ini obyek penelitiannya ialaiNBfor 59 Tahun 2018.

BAiyub Zakariyah, fADampak Penerapan PP Nomor 59
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama Terhadap
Kesadaran Hukum Masyarakat Melangsungkan Pernikahan Di Dalam Dan DiKluea 0
(Undergraduate  thesis, Institut Agama Islam Negeri (lain) Kediri, 2022),
https://etheses.iainkediri.ac.id/7309/
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Juga penelitian dahulu di lakukan di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten
Pacitan, sedangkan yang sekarang di lakukan di Kldfen Kota Malang?®

3. Skripsi yang ditulis oleh Citra Melinia Putri pada tahR2622 mahasiswa
Program Studi Hukum &uarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Raden I ntan Lampung, dengan judu
Peraturan Pemerintah N0.48 Tahun 2014 Terhadap Biaya Pencatatan Nikah Di
Ku a Kecamat an Gadingrejo P eanditme k t i f H
menunjukkan efektivitas Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2014 tentang
biaya nikah perspektif hukum Islam masih belum efektif karena belum sesuai
dengan konsep maslahah dalam hukum Islam dan tidak sesuai dengan tujuan
dari maslahah yaitu menjadparta, agama dan keturunan.
Dalam penelitian ini memiliki beberapa persamaan, diantaranya yaitu sama
sama membahas mengenai efektivitas terkait Peraturan Pemerintahan Jenis
Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bevikada
Kementerian Agama terkait biaya pernikahan. Kemudian jenis penelitian juga
menggunakan jenis penelitian empiris (field reseach). Namun dalam penelitian
terdahulu obyek hukum yang diteliti ialah Peraturan Pemerintah No 48 Tahun
2014sedangkan sekaramgah PP Nomor 59 Tahun 20#l8n dalam meneliti
efektivitas prespektif yang dipakai adalah hukum islam sedangkan dalam

penelitian ini menggunakan efektivitas prespektif Soerjono Soekanto.

%Di ah Vit as a PeraturafPénferintaiNomori48 Ealsun2014 tentang tarif atas jenis
penerimaan negara bukan pajak di KUA Kecemaan Bandar Kabupaten Pacitan

thesis, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo, 2021),
http://etheses.iainponorogo.ac.id/12974/
ICitra Melinia, AEfektivitas Pemberl akuan Peratu
Biaya PencatatanNika Di Kua Kecamatan Gadingrejo Perspektd.i
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4. Skripsi yang ditulis oleh Mufhti Assidig pada tahun 2020, makasBrogram
Studi Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam,
Institut Agama Islam (IAl) Muhammadiyah Sinjai, dengan judul skripsi
Al mpl ement asi Pengenaan Tarif Ak ad Ni
Nomor 48 Tahun 2014 Di Kua Kecamatan Telluhp o e 0 . Hasi | pen
menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014,
berjalan efektif. Buktinya bila pernikahan dilaksanakan di KUA Kecamatan
Tellulimpoe, maka biayanya adalah gratis dan pembayaran pelaksanaan
pernikahandi luar KUA Kecamatan Tellumpoe atau di luar jam kerja
dibayarkan di Bank persepsi yaitu Bank BRI Cabang dengan tarif
Rp600.000,00.
Persamaan antara penelitian terdahulu dengan yang sekarang yaisassana
membahas mengenai biaya pernikahan baik yang dilaksandikd&UA
maupun di luar KUA. Selain itu juga jenis penelitian yang dipakai juga sama
yaitu empiris (field reseach). Terkait perbedaannya yaitu penelitian terdahulu
obyek hukumnya yaitu PP Nwr 48 Tahun 2014, sedangkan penelitian
sekarang ini ialah PP Moo 59 tahun 2018. Penelitian terdahulu fokusnya
yaitu implementasi dari peraturan, sedangkan yang sekarang lebih ke

efektivitas hukum?®

Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022),
http://repository.radenintan.ac.id/23060/

ZMuf hti Assidiqg Al mplementasi Penerapan mKUA Kecan
Perspektif Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten
Sinjai 0 (Undergratuated Thesi s, Il nstitut Agama
http://repository.uiad.ac.id/id/eprint/619/1/SKRIPSI%20MUFTHI%20ASSIDDIQ.pdf
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Tabel |

Persamaan dan Perbedaafenelitian Terdahulu

Penulis/ Isu Hukum | Hasil

Universitas/ Penelitian | Persamaan| Perbedaan
Tahun/ Judul

Aiyub Dampak Implementag Membahas| Penelitian
Zakariyafd Penerapan | i dari PP No.| tentang PP | sekarang
Institut Agama| dan 49 Tahun Nomor 59 | fokus

Islam Negeri | kesadaran | 2018 Tahun 2018 membahas
(lain) Kediri hukumPP | menyatakan| tekait biaya| kesadaran
12022/ Nomor 59 | bahwa pernikahan | hukum
Dampak Tahun 2018 | mereka Jenis pasangan
Penerapan PP dominan penelitian | gen Z
Nomor 59 lebih empiris. terhadapa
Tahun 2018 memilih efektivitas
Tentang Jenis melangsung PP Nomor
Dan Tarif Atas kanakad 59 Tahun
Jenis pernikahan 2018
Penerimaan di luar tentang
Negara Bukan KUA .Serta tanf

Pajak Yang sebagian perkawina
BerlakuPada masyarakat n (studi Di
Kementerian menyelewen KUA
Agama g dari aturan KLojen
Terhadap yang berlaku Kota
Kesadaran Malang)
Hukum

Masyarakat

Melangsungka

n Pernikahan

Di Dalam Dan

Di Luar Kua

Diah Vitasari | Efektivitas | Peraturan | Membahas| Penelitian
/Institut hukum Pemerintah | tentang PP | dahulu obyek
Agama Islam | Peraturan Nomor 48 | Nomor 59 | penelitian
Negri (IAIN) | Pemerintah | tahun 2014 | Tahun 201§ ialahPP No
Ponorogd&202 | Nomor48 belum tekait biaya| 48 Tahun
1/Efektivitas | Tahun2014 | berjalan pernikahan | 2014,
Peraturan tentang tarif | dengan Jenis sedangkan
Pemerintah | atas jenis efektif penelitian | penelitian ini
Nomor48 penerimaan | dikarenalan | empiris. obyek
Tahun2014 negara masyarakat penelitiannya
tentang tarif | bukan pajak | Kecamatan ialah PP No
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atasgienis Bandar 59 Tahun
penerimaan Kabupaten 2018.
negara bukan Pacitan
pajak di KUA Sebagian
Kecamatan tidak
Bandar mengetahui
Kabupaten terkait
Pacitan peraturan
tersebut.
Citra Melinia | Efektivitas | Masih Membahas | Penelitian
Putri/Universit | Peraturan | belum mengenai | terdahulu
as Islam Pemerintah | efektif efektivitas | obyek
Negeri Raden | N0.48 karena terkait hukum
Intan Tahun 2014 | belum sesud Peraturan | yang
Lampund202 | prefpektif dengan Pemerintah| diteliti
2/Efektivitas | hukum konsep an Jenis ialah
Pemberlakuan| islam maslahah Dan Tarif | Peraturan
Peraturan dalam Atas Jenis | Pemerintah
Pemerintah hukum Penerimaar No 48
No0.48 Tahun Islam dan Negara Tahun
2014 tidak sesuai | Bukan 2014 dan
Terhadap dengan Pajak Yang| dalam
Biaya tujuan dari | Berlaku meneliti
Pencatatan maslahah Pada efektivitas
Nikah Di Kua yaitu Kementeria| prespektif
Kecamatan menjaga n Agama |yang
Gadingrejo harta, agama terkait dipakai
Perspektif dan biaya adalah
Hukum Islam keturunan. | pernikahan | hukum
islam
sedangkan
dalam
penelitian
ini
menggunak
an
efektivitas
prespektif
Soerjono
Soekanto
Mufhti Implementag Pelaksanaan Membahas| Obyek
Assidiq I hukum Peraturan mengenai | hukumnya
/Institut terkait tarif | Pemeintah | biaya yaitu PP No.
Agama Islam | akad nikah | Nomor 48 | pernikahan | 48 Tahun
(1Al) pada PP No, tahun 2014, | baik yang | 2014,
Muhammadiy berjalan dilaksanaka sedangan
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ah 48 Tahun efektif. n di KUA | penelitian
Sinjai2020/ | 2014 Nikah di maupun di | sekarang ini
Implementasi KUA gratis | luar KUA. | ialah PP No.
Pengenaan dan di luar | Penelitian | 59 tahun
Tarif Akad KUA empiris. 2018.
Nikah membayar Penelitian
Berdasarkan Rp.600.000 terdahulu
Perspektif P fokusnya
Nomor 48 yaitu
Tahun 2014 implementasi
Di Kua dari
Kecamatan peraturan,
Tellulimpoe sedangkan
yang
sekarang
lebih ke
efektivitas
hukum.

B. Landasan Teori

1. Perkawinan
Perkawinan adalah persekutuan hidupara seorang pria dan seorang

wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undamdgng, yaitu yuridis
dankebanyakan juga religius menurut tujirami istridanUndangUndang,

dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkatibatam

KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya
seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan
hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan mengamsip
monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan istri $aing setia,

tolong menolong dan bantu membantu. Meskipak dijumpai sebuah

2Titik Triwulan Tutik, PengantarHukum Perdata di Indonesia PresentasPustaka, Jakarta;
2006, 106
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definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi
perkawinan sebagai ikatan antaggmrang prialan seorang wanita yang diakui
sah oleh perundaagndangan nemya dan bertujuan untuk membentuk
keluarga yang kekal abatfi.

Menurut UndangJndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1
ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai
dengan seorang wanita sebagai suami istri detup@n membentuk keluarga,
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
E s d'®encantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena
negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah
Ketuhanan Yang Mahasa. Sampai disini tegas dinyatakan balpegkawinan
mempunyai hubungan yang erat sekldhgan agama, kerohanian sehingga
perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki
unsur batin/rohani.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islaseperti yang terdapat
pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah,
perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalidhan untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata
mitsagan ghalidhan ini dit&rdari firman Allah SWT yang terdapat pa8arat

An-Nisa ayat 21

30 NengYani NurhayaniHukumPerdata Pustak&aSetia,Bandung2015,him. 132
31 UndangUndangNomor 1Tahun1974
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R Red dRel

Artinya: i Bagai mana kamu akan mengambi l
kamu berikan kepadstrimu, padahal sebagian kamu
telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai
suami isteri. Dan mereka (istrstrimu) telah mengambil
dari kamu perjanjian yang kuat (mitsagan
ghali d&han). o

2. Kesadaran Hukum
Kesadaran hukum menurut kamus besar $mhimdonesia adalah

kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur
oleh hukun?® Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk
mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan ataumdiaksanakan

apa yanglilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena
itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam
upaya untuk mewujudkan penegakan hukum.

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata
dasarsnaydaar tahu dan mengert.i, dan
mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey:
AKesadar an Huk u moarardiemang araagrand reemahanti a
hukum dan intitusinstitusi hukum, yaitu pemaham@emahaman yan

memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan-orang®*

2AI-Qur 6 an On | ihtipe://girenrkeneraggo.id/quranfper
ayat/surah/4?from=1&t0=176

33 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux
34 Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)
TermasulnterprestasiUndangundang (legisprudence,Kencana,2009, hal 510.
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https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176

Dengan demikian Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa
tekanan paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang
berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukummaByarakat maka hukum
tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang
benarbenar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan.
Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan
dengan hukum yang bildilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi
hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja
dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

SoerjondSoekanto mengartikan kesadaran hukum merupakan persoalan
nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau
tentang hukum yang diharapakan a8abenarnygang di tekankan adalah
nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap
kejadiankejadian yang konkrit dala masyarakat yasgsangkutard®

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti
kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan atau yang
seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini
berarti kesadaran akan kajiban kita masing masing ternadap orang lai.

Bagi Ewick dan Sil bey, Nfkesadar an ht

dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.

35 SoerjonoSoekanto 2002. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Jakarta : Raja Grafindo
Persaa. Hal 215

36 Sudikno Mertokusumo, Menigkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat,Edisi Pertama (Yogyakarta:
Liberti, 1981) him 13
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Dengan kata | ain, kesadar an hukum ad:
perilakuo, dan bukan fAhuku®™ sebagai atu
Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia
tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi

kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadarankubertindak sesuai
dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan
semacam jembatan yang menghubungkan antara peratpeaaturan dengan
tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semumy ora
memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakam
institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai
intitusi yang masingnasing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi
kebutuharkebutuhannya dan mempearéar jalannya pemenuhan kebutuhan
kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan
kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Institusi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah KB&camatan
Klojen KotaMalang sebagaigtaksana dari Peratur®emerintah no 59 tahun
2018. KUAKIojen memiliki tanggung jawab dalam menjalankan amanat PP
59 2018 tentang tarif biaya perkawinan. Dari penjelasan diatas dijelaskan
bawah kesadaran hukum merupaka hal yang abstraklajzat dilihatdari

perilaku masyarakat hukum. Maka kesadaran hukum tentang tarif biaya kawin

37 Ibid him 511
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harya dapat dilihat dari @rilaku calon pengantin. Dalam hal ini peneliti

meneliti salah satu golongan generasi, yakni Generasi Gen Z.

3.GenerasiZ
Terdapat banyak pendapatengenai perbedaan generasi dan tahun

mulainya suatu generasi. Generasi adalah suatu konstruksi sosial dimana
didalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur dan
pengalaman historis yang sama. Fenomena generasi merupakan salah satu
faktor dasar yang berkontribusi pada asaul dinamika perkembangan
sejarah. Fenomena fenomena menyebabkan terbentuknya ingatan secara
kolektif yang berdampak dalam kehidupan mer&ka.

McCrindle dan Wolfinger menekankan pengalaman orang yang lahir
pada periode sejarah yang sama, yang mengacu pada pengetahuan
teknologinya dan pengalaman sejarah. Perbedaghedaan ini di antara
generasi biasanya penyebab utama masalah dalam bekerja dan hidup bersama,
dan berkomunikasi satu sama lain. Ada perbedaan datastivasi,
pengambilan keputusan, kebiasaan belanja dan perilaku konsumen diantara
generasi tersebdt.

Dari pengetian genasi diatas dapat kita simpulkan bahwa terdapat dua
hal mendasar yang bisa membedakan antar generasi yaitu tahun kelahiran dan

fenomena ataupun kejadian sejarah yang terjadi pada massgg generasi.

38 putra, Y.S. 2016. Theoritical Review : Teori Perbedaan Generasi. Jurnal limiah Among Makarti
Vol.9 No.18

39 CsobankaZ. E, 2016. The Z Generation. Acta Technologica Dubnicae volume 6, 2016, issue 2
DOI: 10.1515/ate2016:0012
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Dalam teori generasi, masih ada hingga lima generasi, dari awal keberadaannya
hingga diketahui publik. Yaittf
1. Generasi baby boomer mengacu pada mereka yang lahir antara tahun
1946 da 1964.
2. Generasi X adalah generasi yang lahir antara tahun 1965 hingga 1980.
3. Generasi Y adalah generasi orang yang lahir antara tahun 1981 hingga
1994.
4. Generasi Z adalah generasi orang yang lahir antara tahun 1995 dan
2010.
5. Generasi Alpha adalah generasang yang lahir antara tahun 2011
hingga 2025
Generasi Z merupakan generasi dipersiapkan untuk menjadi agen perubahan
dan dikenal sebagai generasi mobti&enerasi Z sebagai digital natives lebih
mengandalkan kecepatan dalam menggunakan dan menefomaaisi, ingin
segera mendapatkan informasi, sehingga kurang mentolerarsal hgng
bersifat lambat, cenderung memproses informasi dengan jalatinean
melompat dari tugas satu ke tugas yang lain, multitasking, dan lebih mudah
memahami gambar daega tek$? Karakteristik generasi Z yakni selalu haus

akan informasi dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, memungkinkan

40bid, Putra2016

4 Rachmawati, F., & Purwaningrum, J. P. (2019). Model Discovery Learning Berbasis
Etnomatematika pada Bangun Ruang untuk Menurkdn Kemampuan Literasi dan Karakter
Nasionalisme pada Generasi Z 4.0. Aksioma: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika,
10(2): 254 260. https://doi.org/10.26877/Aks.V10i837

42 Mardianto. (2019). Peran Guru di Era Digital dalam Mengembangkan Selfd®ed) Learning
Siswa Generasi Z untuk Pencapaian Hasil Pembelajaran Optimal. Prosiding Seminar Nasinal
Psikologi Pendidikan. 15057. https://doi.org/10.31227/Osf.lo/Wah3r
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terjadinya fenomena kebutuhan informasi yang sangat tinggi dan kompleks.
Tidak dapat dipungkiri bahwa generasi Z lebih suka betagalui aktivitas
praktik daripada membaca apalagi mendengarkan. Selain aktivitas praktik yang
disukai generasi Z, teknologi menjadi sesuatu hal tidak dapat terlepas dari
kehidupannya.

Kehidupan Generasi Z banyak ditopang oleh kemajuan teknologi. Yang
sat ini merupakan hal yang tidak bisa lagi di hindari kehidupan. Dibidang
hukum ini menjadi suatu keuntungaintuk mensosialisasikarperaturan
peraturan Dengan demikian peraturgeraturan dapat diketahui sampai lini
bawah dalam hal ini Gen Z. Dengan peapean hukum, gen Z berpeluang
sangat besar akan kesadaran hukum tentang tarif biaya perkawinan yang

tercantum dalam Pio 59 tahun 2018.

4. Efektivitas Hukum
Efektivitas adalah suakata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari

bahasa | nggrtiisveyaiytan g eofee ar t i ber hasi |
mujarab dan manjur. Dan makna yang lebih berarti yaitu berhasil dijalankan
atau ditaatf®
MenurutKansil bahwa hukum itu tidak terlihat, akan tetapi walaupun
hukum itu tidak dapat kita lihat, namun sangat penting bagi kehidupan

masyarakat, karena hukum itu mengatur perhubungan antara anggota

43Widjaya, Amin TunggalManajemen Suatu Pengantar cetakan pertaf@akarta: Rinek Cipta jaya, 1993),
32.
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maasyarakat itu dengan masyarakatnya. Artinya, hukum itu ateng
hubungan antara manugiarseorangadengan masyarakét.

Hukum diartikan sebagai sesuatu kontrol sosial dan berhubungan
dengan pembentukan dan pemeliharaan atamaman sosial. Dalam hal ini
hukum berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrivhkeiperilaku
manusia dan menciptakan suatu kesesuaian didalam peyéalkaku tersebut.
Hukum berfungsimenciptakanaturanaturan sosial dan sanksi digunakan
sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan
untuk menakunakuti gar orang tetap patuh kepada ateaguran sosial yang
sudah ditentukaf®,

Dilihat dari sisi sosial budaya, hal ini juga bisa disebut pelayanan publik
karenamenyangkubanyak masyarakat. Pelayanan publik merupakan sarana
pemenuhan kebutuhan masyarakat demi mencapai kesejahteraan yang didalam
pelaksanaannya kental akan nitgai, sistem kepercayaan dan bahkan unsur
religi yang merupakan refleksi dari kebudayaan darrifiealokal yang
berlaku Sedangkan dalam perspektif hukum, pelayanan publik dapat dilihat
dari sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan
perundang undangan kepada pemerintah untuk memenuhihbikdasar
warga negara atau pendikthya atas suatu pelayarfén.

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukiatah sejauh mana suatu

kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikaddddinf

4C.S.T. Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta : Balai
Pustaka,1986),37
45 Adam PodgoreckiPendekatan Sosiologis Terhadap Hukidakarta:PT. Bina Aksara, 1981), 254.

46sjrajuddin,dkk HukumPelayanan Publik(Malang:Setara Press, 2012), 12.
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apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai
tujuannya untuk megarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga
menjadi suatu menjadi suatu perilaku huktfm.

Menurut Soerjono Soekanttahwa masalah efektivitas hukum dalam
masa transisi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan usaha yang
dilakukan, agar hukum yangterapkan banabenar hidup dalam masyarakat
serta menunjang penyelesaian masa transisi. Dalam hal ini hukurroleeaar
berlaku secara yuridis , sosiologis dan filosofis. Hukum akan berjalan dengan
baik apabila ada usaha dari masyarakat untuk menanarakamhersebut,
reaksi masyarakat, dan jangka waktu menanamkan ketentuan hukum
tersebut?®

Suatu aturan dapat dikatakan efektif menurut Soerjono Soekanto apabila
telah memenuhi tiga indicator pada elemen pertama adalah : 1) peraturan yang
ada mengenai bidg-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. 2)
peraturan yang adaengenabidangbidang kehidupan tertentu sudah cukup
sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. 3) secara
kualitatif dan kuantitatif peraturgmeraturan yang engatur bidang kehidupan
tertentu sudah mencukuffiddapun fokus kajian teori efektivitas hukum yaitu:

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum Keberhasilan didalam pelaksanaan

hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai dengan

4’Suwandi, and Aunur Rofig. "Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM
berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto." IN RIGHT Jurnal Agama dan
Hak Azazi Manusia 11.(2022): 124.

48 SoerjonoSoekantoPenegakatiukum (BandungBina Cipta, 1983)77.
49 SoerjonoSoekantoPenegakardukum 88
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tujuannya.
b. Kegagala didalam pelaksanaannkaegagalan didalam pelaksanaan hukum
adalah bahwa ketentudetentuan hukum yang telah ditetapkan tidak
mencapai maksudnya atau tidak berhasil didalam implementasinya.
c. Faktorfaktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi sEuisi
hukum, struktur, kultur, dan fasilitasnya.
Adapun efektivitas menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau
tidaknya suatu hukum ditentukan oleha faktor yaitu :

a. Faktor hukum
berfungsi untulkkeadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kepatian hukum
bersifat konkrit terwujud nyata sedangkan keadilan bersifat abstrak
sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara
penerapamndangundang saja maka adakalanya nilai keadilan itu tidak
tercapai. Norma maupun kaidah kesopanan bertujuan agar manusia
mengalami kesenangan atau kenikmatan didalam pergaulan hidup
bersama dengan orang lain sehingga norma tersebut sangat berpengaruh
terhadap kehidupan manusia sejak aval.

b. Faktor penegak hukum Pgas
penegak hukum dalam pemerintahan merupakan penenetuan dalam
hukum. Selama ini ada kecenderungan yang kuat dalam masyarakat

untuk mengartikan hukum sebagai petugas dan penegakan hukum,

Lawrence M. Friedman, fdAsistem hukum perspektif
perspective), terj. M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), 7

51 Soerjono Soekantdsaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Huk@dakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2016), 7.
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artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku, nyata petugas atau
penegak hukum. Pada faktor penegakan hukum mencakup pada
kegiatan yang menghubungkan nitélai yang terjabarkan didalam
kaidah yang benar dan mewujudkan sikap tindak sebagai sebagai
seseorang yang menjabarkan nilai tahap akhir, menciptakan,
memelihara sga mempertahankan kedamaian hidup.

. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung terdiri dari perangkat keras dan
lunak, menurut soerjonmekanto bahwa kelengkapan kendaraan dan
alat komunikasi yang bersifgroposional sangat membantu aparatur
dalam bekerja. Dalam hal sarana dan fasilitas ini mencangkup beberapa
hal antara lain tenaga manusia yang berpendidikan serta kreatif,
organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup,
dan juga kebutulmekebutuhan yang diperlukan. Apabila hal tidak akan
berjalan dan juga sebaliknya.

. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan sekelompok manusia atau individu yang
bersama sama tinggal disuatu tempat dan saling berhubungan.
Biasanya, hubungan atau interaksi dilakukan secara teratur atau
terstruktur. Dengan adanya kelompok sosial, setiap individu dapat
saling berinteraksi dan membantu satu sama lainnya. Setiap kelompok
masyarakat, sudah pasti memiliki sebuah struktur sosial. Nantinya,

struktur sosial tersefh akan mempermudah integritas sosial. Sehingga,
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hal ini akan menghasilkan pola masyarakat yang memiliki keserasian
fungsi.
e. Faktor kebudayaan
Faktor kebudayaan sangat penting karena hukum yang berlaku memiliki
nilai-nilai yang merupakan konsegginsepsiabstrak mengenai apa
yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Faktor kebudayaan
yang asli bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan
karena dalam pembahasan sistem nilai menjadi yang menjadi inti dari
kebudayaan mencangkup spiritual eem material.
Dari faktorfaktor diatas memiliki keterkaitan yang erat karena dari
faktor tersebut harus saling ada sehingga menjadi tolak ukur adanya
keefektivitasan suatu hukum. Sehingga dalam menjalankan suatu aturan dapat

tercapai sebagaimana tujudibentuknya suatu aturan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Ataslenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian
Agama

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perungiagangan di

Indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan uoddagg

sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah muncul sebagai pengganti

peraturan/perundangindangan yang telah diatur namurdau tidak sesuai
dengan keadaan jaman, sehingga diubah dengan adanya peraturan pemerintah

yang isinya menyesuaikan dengan keadaan yang ada.
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Dalam Peraturan pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 ini menjelaskan
bahwa untuk meningkatkan pelayanan pencatatan rakah rujuk perlu
adanya dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara
bukan pajak yang berlaku dikementerian agama. Seseorang yang
melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak
dikenakan biaya pencatatan nikahuarujuk>?

Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama
Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan
dari Kantor Urusan Agama Kecamatan. Terhadap warga negara yang tidak
mampu secara ekonomi dan /atarban bencana yang melaksanakan nikah
atau rujuk di luakKantor Urusan Agama Kecamatan dapat dikenakan tarif Rp.

0 (Nol Rupiah)®

Dalam konsideramya dijelaskan bahwa peraturan ini dibuat untuk
melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis PeneriNegara Bukan
Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 19 TahOib2entang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama,
perlu mengatur kembali jerdan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajakyang berlaku pada Kementerian Agama.

52 peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2018, Pasal 5 (1)
53 peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2018, Pasal 7 (2)
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BAB Il

METODE PENELITIAN
Untuk mencapatujuan danhasil yangdiinginkan, makaharusadajalan
ataumetodeuntukmengamatobjekyangditeliti. Metodepenelitianpadadasarnya
merupakancarailmiah untuk mendapatkardata dengantujuan dan kegunaan
tertentu.SecaraimumtujuanpenelitianmempunyatigamacamPertama bersifat
penemuanKedug bersifatpembuktiandan yangketiga, bersifatpengembangan.

Metodeyangdigunakarpenelitimeliputi.

A. JenisPenelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini dikelompokkan ke dalam jenis
Penelitian Hukum Empiris. Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian yang
dilakukan terhadap keadaasebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi
dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukafakiitdan
data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju
kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju padgelpsaian
masalal?? Penulis menggunakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian
ini penulis mengandalkan dat@ata yang diperoleh dari lapangan, baik
menggunakan instrumen wawancara kepada pengurus maupun dtdgirdari
KUA Klojen Kota Malang @n beberapacalon pasanganpengantin yang

merupakarmgenZ.

SBambang WaluyoPenelitian Hukum Dalam Prakteklakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.
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B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang memusatkan perhatiannya
pada prinsip-prinsip umun yang mendasari perwujudan suatu gejala dalam
kehidupan manusia, kemudian menganalisisnya, menggambarkan, dan meringkas
berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil
wawancara atau pengamatan mengenai ntasgdag diteliti yang terjadi di
lapangar?® Penelitian ini berupaya untuk menggali tentang penerapan Peraturan
Pemerintah no 59 Tahun 2018 dan efektifivitas hukumnya terkait biaya nikah pada

generasi ged di KUA Klojen Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yandgguhakan peneliti dalam
melakukan penelitian untuk memperoleh daadapun lokasi yang dijadikan
sebagai tempat penelitian adalah KUA KecamH&iajen Kota Malang. Di Kantor
Urusan Agama Kecamatdfiojen telah menerapkaRelayanan Terpadu sesuai
arahan dari Kemeatan Agama yang telah ditulis dalam Peraturan Menteri
Agama (PMA) no 65 tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu di Kemetrian Agama.
Alasan penelitian dilakukan di KUAecamatarKlojen Kota Malang kerana
kemudahan akses baik secara jarak maupun kemudahan akses dalam menemui

informan.

D. Sumberdan JenisData

SBurhan AshshofayletodePenelitian Hukum(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)-20
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Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah
penelitian. Sumber data merupakan asal dari mana sebualdatmataalam
penelitian itu dipeoleh. Sumber data dalam penelitian meliputi sumber data primer
dan sumber data sekunder.

a) SumberDataPrimer

Sumber Data Primeradalah data yang diperoleh langsung dari
sumbernya, sehingga sumber data secara langsung menyediakan data tersebut
kepada pengupul data2® Sumberdataprimerjuga harugliperolehlangsungdari
sumbernyagdiamatidandicatatuntuk pertamakalinya?®’ Informasi atauketerangan
yangdiperolehlangsungdari orangorangatausumbermpertamamakasumbedata
primerdalampenelitianini berasal daryaitu informasiyang didapat langsung dari
pengurus KUA Kecamatalojen danpasangamgenZ. Berikut peneliti paparakan
dalam tabel.

Tabel 2

Daftar Narasumber

No. Nama Keterangan

1. | AH. Fauzi Qusyairi, S.Ag Kepala KUA

2. | Ahmad Nur Qoyim, S.Ag Pengelola Data KUA

3. | Netti Murniastuti Bagian Administrasi Tata persuratan

4. | Muhammad Syarif Utam& | Pasangan Gen Z
Sabrina Nisab
5. | Arya Hartanto Rahim & Pasangan Gen Z
Alifiah Hamidah

%6Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&Bandung: Alfabeta, 2013), 225
S"Marzuki, Metodologi Riset(Yogyakarta: PT. Risetia Widia Pratama, 20085.
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6 | FebruSetiawan% Verena Pasangan Gen Z
Tirta Mutiara
7 | Aris Murimin & Desy Adelia | Pasangan Gen Z
Putri
8 | Rayhan Pasa Aryandra & | Pasangan Gen Z
Annisa Anggoro Rahadiyanti

b) SumberData sekunder
Sumber Datasekunder adalah bahan hukum yang memberikan kepada

peneliti suatu petunjuk ke arah mana peneliti melangkah dan menjadi pendukung
atau memberi keterangan terhadap bahan hukum primesesander® Peneliti
dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum resbdu terdiri dari literatur
diantaranya ialah bukbuku tentang hukum, skripsi, tesis, karya ilmiah maupun
jurnal yang tentunya terkait dengan penelitian Data sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. UndangUndangPerkawinan.
2. Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan

Pajak Yang Berlaku Di Kemesrtan Agama.
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Soerjono Soekanto, Faktbaktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
5. Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bandung

c) Sumber Data Tersier

58 peter Mahmud MarzukPenelitian Hukum196.
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Sumber data tersier pada dasarnya mencakup bahanbahan yang
memberikampetunjukataumemberipenjelasanerhadagahanprimer danbahan

sekunder.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu proses orgn&ntukan
apakah penelitian tersebut baik. Oleh karena itu, kegiatan pengumpulan data harus
dirancang secara cermat dan sistematis agar data yang terkumpul sesuai dengan
masalah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adaldn :
a. MetodeWawancarénterview

Wawancara merupakan proses interaksi antara peneliti dengan informan
dua orang atau lebih untuk menggali informasi melalui cara tanya j&\Retlam
hal ini peneliti menggunakan instrumen wawancara karena ingin menggali
informasi tentang penerapan regulasi Pemerintamdd®9 Tahun 2018 pada
masyarakat gernZ untuk diketahui efektivitas hukumnya. Nantinya dalam
wawancara ini akan dilakukan dengan pengurus KUA Kecantéigen dan
pasangagenZ.

Dalam penelitian ini peneliti nmggunakan metode wawancara tidak
berencana atau tidak terstruktur. Dimana pereidin tetap mengpkan terlebih

terdahulu pertanyaan yang akan diajukan, kemudian diperdalam dengan menggali

®Mudjia Rahardjo, fiMetode pengumpul an data penel:i
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), diakses 30 Oktober 2023. http://repositery.uin
malang.ac.id/1123/
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keterangan lebih lanjut. Sehingga jawaban yang diperoleh akiannkemdalam
dan lengkap?
b. MetodeDokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan
sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya
yang memuat data atau informasi yang diperlukan peffelokumentasi yang
diperoleh penulis yaitu mengenai profil dari KUA Kecamd{émjen, data sumber
daya manusia dan putusan problematika terkait dengan pembiayaan nikah baik di

KUA sendiri atau di luar KUA.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan,laejutnya diolah dan dianalisis untuk
menjawab masalah penelitian. Dalam pengolahan data perlu melalui beberapa
tahapan untuk dapat menarik sebuah kesimpulan dalam menjawab sebuah
persoalan. Tahamhap pengolahan data diantaraPd/a:
a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data dilakukan untuk memperbaiki hasil observasi terhadap
datadata yang telah di dapat melalui proses tanya jawab kepada informan beserta
memilah hasil foto yang telah di ambil di lapangan, dan juga menghilangkan

penulisan kata yang kurang &igimengert?®> Demi memudahkan mendapatkan

59Burhan AshshofalMletode Penelitian HukungJakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 96.

Ri f abi Réngahtar Metade Penelitiafyogyakarta: SUKAPres UIN Sunan Kalijaga,
2021), 114

62 Bahder Johan Nasutiohletode Penelitian HukuniBandung: CV. Mandar Maju, 2008), 174.

53 Andi PrastowoMetode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitimgjakarta:
Ar-Ruzz Media,2011), 238.
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informasi dari informan. Wawancara sering menggunakan bahasa daerah
Pemeriksaan data berfungsi medengarkan ulang hasil wawancara dengan pengurus
KUA Klojen dengan pasangan calon pengantin Gen Z. pemeriksadedataysi
pula untuk memilah dan memilih kata yang mudah di mengerti.
b. Klasifikasi

Data yang didapatkan melalui wawancara dengan informan
dikelompolkkan dengan yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan
interpretasi untuk memberi makna terhadB@p subaspek yang memiliki
hubungannya satu sama lain. Peneliti mengelompokanddtdayang didapat
dengan cara memilah hasil wawancara agar mempermudah dalam pembahasannya.
Dalam mendapatkan informasi terkaarif biaya perkawinan yang tercantum
dalamperaturan pemerintah no 59 tahun 2018. Klasifikasi data digunakan agar
mendapatkan data yang berkaitan dengan latar belakang adanya PP 59 tahun 2018
dan pandangan generasi Z tentang tarif biaya perkawinan.
c. Verifikasi (Verifying

Verifikasi adalah studi asa data yang dikumpulkan dengan cara
pengecekan fakta di lapangan untuk mendapatkan keabsahaapditd data
sudah sudah valitf. Oleh karena itu, peneliti memverifikasi hasil wawancara
dengan bentuk rekaman dengan tulisan penelitmvesgfikasi data mellui media
atau internetData yang di dapat dari pengurus K#ojen dan beberapa pasangan

calon pengantin gen z di cek ulang dengan melihat-dita sebelumnya.

84Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif,.., 248
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Pengecekan data melalui penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan yang
sama.
d. Analisis Analyzing

Setelah semua data diterima, selanjutnya dilakukan analisis. Analisis
adalah proses mereduksi data menjadi bentuk yang mudah dibaca dan difélaskan.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu
setiap d&a diberikan berdasarkan tedeori yang berkaitan dengaarif biaya
perkawinan yang tercantum dalam PP 59 tahun 2018. Analisis data yang didapat
dari wawancara dengan pengurus KWAojen dan beberapa calon pasangan
pengantin generasi Z.

e. Kesimpulan Corcluding)

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan tentang beberapa data yang
diolah untuk menemukan atau mendapatkan jawaban. Dalam hal ini peneliti dapat
menemukan jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan, menarik
kesimpulan, kemudian sampai pagenjelasan yang singkat, jelas dan mudah
dipahami. Kesimpulan yang maksud ialah Kesimpulan terakit latar belakang
adanya PP 59 tahun 2018 yang dapat dari wawancara dengan pengurus KUA
Klojen. Kesimpulan kedua berupa pandangan gen z terakit tarif bigyanpean
yang diamanatkan PP 59 tahun 2018. Yang kemudi@mbil Kesimpulan inti
untuk menentukan kesadaran hukum beberapa pasangan gen z yang melangsungkan

perkawinardi KUA Klojen.

%Masri SingarimbunMetode Penelitian Sua, (Jakarta: Pusaka LP3S, 1995), 263
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BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Kondisi Obyek Daerah Penelitian

Secara georgrafidg{ota Malang terletak pada ketinggian 4867
diatas permukaan laut. BeradatdngahtengahKabupatenMalang dan
dikelilingi pegunungan kawi, arjuno, semeru, kelud. Secararastriokota
Mal ang ber aidlal 2di0 61 b2u,jué T8 A6 Hant &n
Selatan dengan kondisi permukaan datar dan pegunukgéamMalang
memilki cuaca dan iklim dingin. Dengan lua4,26 KM KotaMalang
terdiri dari limaKecamatan dengan jumlagenduduk 843810 jiwa pada
tahun 2021. Populasi itu tersebar dalKmcamatan Blimbing sebanyak
182331 jiwa, KecamatanKlojen sebanyak 94 112 jiwakecamatan
Lowokwaru sebanyak163639 jiwKecamatarKedungkandang sebanyak
207 428 jiwaKecamatarsukun sebangk 196 300 jiwa.
Kota Malang memiliki Sejarah Panjang dalam keberadaannya sehingga
banyak julukan yang sematkan p&d#aMalang. SelairKotaWisata Kota
Malang dijuluki sebagakKota Pendidikan yang banyak melahirkan para
sarjana. Demikian karena lingkuang yang mendukungendidikan dan

banyaknya sekolah tinggi HiotaMalang ¢

66 Profil kota malandnttps://malangkota.go.idliakses 30 mei 2024
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2. Profil KUA klojen

KUA Kecamatan Klojen beralamat di jalan Pandeglang no. 14
Telepon (0341) 551 853. Kecamatan Klojen merupakan satu dari lima
Kecamatan yang addéi Wilayah Kota Malang, yang berbatasan dengan
Kecamatan Lowokwaru di sebelah barat, Kecamatan Blimbing sebelah
timur, dan Kecamatan Sukun sebelah Utara dan Timur. Kantor KUA Klojen
berada pada titik ladinat-7 A57632. 730 LS dan 112A37506
ketinggian 467,19 m dari permukaan air laut

Gedung KUA Kecamatan Klojen terletak dijalan Pandeglang No. 14
Malang, berada di Kelurahan Penanggungan yang berdekatan dengan
kampus UNIBRAW, UM, Madrasah Terpadu (MIN 1 Kota Malang, MTs
Negeri 1 Kota Malang, MN 2 Kota Malang), Hypermarket MATOS, dan
Makam Pahlawan Untung Suropati.

Kecamatan Klojen berada pada titik sentral Kota Malang dihuni
beragam etnis, dengan mata pencaharian yang beragam pula. Sedang KUA
Klojen sendiri menempati area yang berada pada uimghn pusat
pendidikan. oleh karena itu wilayah kerja KUA Klojen memiliki penduduk
musiman terbanyak yang belajar di universitas atau sekolah lanjutan yang
berada di lingkungan Kecamatan Klojen. Konssisi logis dari kondisi
tersebut adalah terjadinya pampuran budaya di tengédngah
masyarakat yang mungkin tidak terjadi di Kecamatan lain di wilayah Kota

Malang. Mau tidak mau setiap aparat pemerintahan terutama KUA harus
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pandaipandai bersikap dalam melayani masyarakat dengan mengutamakan

pelayanan pria

VISI, MISI, KUA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG

Visi

1 Terwujudnya masyarakat Kecamatan Klojen yang agamis, sadar

hukum, beretika dan berbudaya yang dilandasi dengan Akhlaqul
Karimah, baik dalam hubungan intern dan antar umat beragama.

Misi

1 Meningkatkan upaygemahaman dan pengamalan nceroana

hukum masyarakat secara benar melalui kegiatan dakwah,
penyuluhan dan pengembangan keluarga sakinah dengan melibatkan
lembagaembaga sosial keagamaan dalam rangka memperkokoh
kerukunan intern dan antar umat beragama.

STRUKTUR ORGANISASI

Sebuah organisasi membutuhkan struktur yang jelas, agar tugas dan

wewenang masingiasing pengurus bisa berjalan dengan baik, Struktur

kepengurusan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang

terdiri dari Kepala KUA, AdministradlR, Penata Keuangan, Dan Pengolah

Data, serta di Bantu oleh Penyuluh

Kepala KUA : AH. Fauzi Qusyairi, S. Ag

Penyuluh Madya : Machmudah, S. Ag

Penyuluh P3K : Pahrurozi Suhastra, M. HI

Penata Keuangan/ BOP : Reni Rachmawati, S Pdl
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Pengolah Data : Ahmad N@oyim, S. Ag
Pengelola Data : Zulkifli, SE, MM

Pengadministrasi : Netti Murniastuti

B. Deskripsi Pandangan
1. Latar Belakang PembentukanPP

Lahirnya PeraturaRemerintablNomor 59 Tahun 201&ntang pendapat
negara selain pajakang berlaku pada kementrian agama bagian pasal 5 dan 7
tentang pembayaran biaya nikah dan rujrupalan upaya pemerintah dalam
memaksimalkan pelayanan anti putan liar atau korupsi di kalangan bawabh.
Dilihat dari sejarahnya peraturan pemerintah no 59 tahun 2018 telah berubah
beberapa kali. Pada mulanya tarif biaya nikah sebesar 30s680ai peraturan
pemerintah no 47 tahun 2004 tentang pendapatan negara bukan pajak yang berlaku
di kemengrian agama. Namun karendi kenyataan lapangan, masykat
membayar biaya lebih karena ada oknum moden atau petugas KUA yang
mengambil lebih pada masyarakat. Kemudiamaat itu diubah menjadi peraturan
pemerintah no 48 tahun 2014 dengan mengubah besaran biaya pernikahan menjadi
600.000- perkawinan yang dilakukan diluar KUA. Untuk pernikahan yang
dilaksakan di KUA damntuk masyarakat tidak mampu tidak dikenai biaya alias 0
rupiah. Kemudian ditegaskan pada peraturamepintah no 19 tahun 2015,
ditegaskan kembali paderaturarPemerintah no 59 tahun 2018.

Dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan yagatgdiperoleh
peneliti dalam wawancara dengan kepala KKidcamatarKlojen Kota Malang

dan beberapa staf KUKecamatan Klojen terkait padangan mereka soal biaya
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pendaftran nikah sesuai dengan efaturan Pemerintah no 59 tahun 2018
dikalangan gen z
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bdpakauzi
Qusyairi, S.AgsebagaiPenghulu Ahli Utama sekaligus Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Klojen. Sebagerikut.
Peraturan ini munculkan karena ditemukan adanya permainan
menaikan biaya nikah. Awalnya kan 30.000 baik didalam
maupun diluar. Yang pada saat itu memunculkan biaya yang
maceramacem di KUA. Jadi setiap KUA biaya nikah itu beda
beda. Temuan ini akimya bkin adanya peraturan pemerintah
yang menggratiskan perkawinan di KUA dan mebayar 600.000
bila dilakukan diluar kantor. Jadi tujuan negara mba ingin
memberikan pelayanan yang maksimal dengan cara
memberantas pungli di KUA. Tapi ya itu, masih ada begtee
moden yang ngebantu mengurus perkawinamenarik biaya
nikah lebih dari 600.000. yaa gak bisa disalhkan juga, karena
moderbanyak tidak digaji kalaupun digaji, gajinya kecil.
Dalam wawancara tersebwtH. Fauzi Qusyairi, S.AgelakuKepala
Kantor Urusan Agama KecamatanKlojen menjelaskan latar belakang adanya
PeraturanPemerintah no 59 tahun 2018 tentdPendapataNegara Bikan Pajak
yangdilakukan diKemengrian Agama bagiarKantor UrusanAgama bertujuan
untuk memberikan pelayanan yamgksimal pada masyarakat dengan memberikan
tarif yang sama dan rata diseluruh Indonesia. Upaya ini pula akhirnya menghapus
pungutan liar di kawasan KUA yang dilakukan oleh moden. Dengan adanya
peraturan 59 tahun 2018 maka masyarakat miskin yang tidak maewpbayar
biaya nikah maka bisa melakukan nikah di KUA dengand@ayupiah.
Selanjutnya dengan bapakhmad Nur Qoyim, S.Agmemaparkan

sebagai berikut;
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jadi historisnya dulu kan membayar Rp.30.00Gedangkan
sekarang sudah semua di ikutkan kephtiya Rp.600.000 itu,
istilahnya sudah lengkap, jadinya semua itu karena kasus di
kediri yang adanya pungli, kemudian di terbitkanlah PP Nomor
59 tahun 2018 yang mengatur bahwasannya semua penghulu
yang datang dikantor atau dalam pelayanan apapun tida&hbol
adanya pungli, makanya itu diatur terkhusus oleh negara,
termasuk transport nya, kan gak boleh minteata sangu itu gak
boleh, dulu kan dikasih sangangu, tapi pada kenyataan nya
orangorang masih mau mengucapkan terima kasih lewat
pemberian itu, jad aturan ini mencegah, supaya tidak
membiasakan atau memberi, karena dalam bahasa yang lain bisa
dikatakan pungli, jadi kita melaksanakan bahasanya karena
sudah digaji oleh negara untuk melaksanakan tugas, jasa profesi
dan transport, kalau dikantor kan gddemanamana, jadinya
gratis, Rp.0,, jadi kembali kepada masyarakat, kalau mau
manggil ya membayar 600.000, kalau dikantor ya gratis, jadi gak
ada pemaksaan,

Dalam wawancara tersebut bap&kmad Nur QoyimS.Ag selaku staf
KUA KecamatanKlojen bagian pegelola data menjelaskan sejarah adanya
PeraturanPemerintah no 59 tahun 2018 karena adanya kasusutamigar di
Kediri. Yang awalnya tarif perkawinan hanya 30.000 di peraturan pemerintah no
47 tahun 2004 dinaikan menjadi 600.000 bila perkamvitiéaksanakan dluar
KUA, biaya tersebut untuk memenuhi biaya transport, paséesi. Ini dilakukan
agar petugas KUA atau penghulu yang bertugas tidak meminta biaya lain
pada calon pengantiReraturarPemerintah no 59 tahun 2018 memberikan pilihan
pada nasyarakat untuk melaksarak perkawinan, bila ingin gratis maka
perkawinan dapat dilaksanakdi KUA.

Selanjutnya wawacara dengan ibuNetti Murniastuti sebagai staf
administrasi dan tata persuratan K&camatarKlojen. Beliau memaparkan;

Saya sefu mba dengan adanya PP no 59 tahun 2018 dengan
mebayar biaya kawin 600.000. karena sijatriidak memaksa.
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Monggo kalau mau kawin di dalam atau diluar atau rumah. Mau
di dalam maupun diluar itu baik, menyesuaikan dengan
kemampuan saja. Karena kemampuarsyagkat itu bedéeda
Kalau menikah diluar itukan harus mendatangkan penghulu,
mengundang saudardan tetangga. Kalau kawin di KUA kan
terbatas. Semua tidak menjadi masalah mbak, yang menjadi
masalah adalah ketika ada berkas yang kurang.

Dari wawancaraidtas dengann ibMetti Murniastutimenerangkan sifat

dari peraturan pemerintah no 50 tahun 2018 terkait biaya perkawinan merupakan

suatu pilihan yang dapat pilih sesudengan kemapuan ekonominya. Tidak

adanya kewajiban harus melaksanagarkawinan diluar KUA. Perkawimadapat

dilaksanakan di KUA untuk mendapatkan tarif perkawinaipiah.

Untuk mempermudah pemahaman wawancara diatas, penulis rangkum

dalam sebuah tabel

Tabel 3: PandanganKantor Urusan Agama kecamatan Klojen KotaMalang
tentang Peraturan Pemerintah no 59 tahun 2018 tentangPendapatanNegara
Bukan Pajak yang dilakukan oleh kementrian Agama tentangTarif Biaya

Perkawinan dan Rujuk.

No. Nama Status Pandangan Keterangan
1. AH. Fauzi| Penghulu Inovasi Dalam meningkatka
Qusyairi, S.Ag | Ahli pemerintah | pelayanan KUA pad
Pertama/ masyarakat pemerintg
Kepala KUA mengeluarkan PP n

59 tahun 2018. Yan
awalnya biaya kawir
30.000 baik di dalan
KUA maupun diluar
KUA. Namun Kkareng
adanya temuan mode
yang memberikan tar
lebih. Maka semu
biaya kawin
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disetarakan dan grat
bila dilaksanan di

KUA
2. Ahmad Nur| Staff Upaya Karena adanya pung
Qoyim, S.Ag | Pengelola pemerintah | di kediri, pemerintah
Data dalam mengeluarkan PP n

peningkatan | 47 tahun 2014 jo PP n
pelayana 48 tahun 2015 jo PP n
59 tahun 2018 tentan
pendapatan nega
bukan pajak yan(
dilakukan kemertian
agama teréit tarif
biaya perkawinan.
Dimana pemerinta

memberikan tari
600.000 untuk
perkawina yang

dilaksanakan di lua
KUA dan O rupiah
dilaksanakn di KUA.
Peraturan in
merupakan pilihar
yang dapat dipilih
masyarakat dalarn
melakukan perkawina
dengan menyesuaikg

kemanpuannya.
3. Netti Staf Setuju Karena sifatnya yan
Murniastuti administrasi | dengan tidak memaksa bag
tata peraturan calon pengantin dalar

persuratan | pemerintah | melaksanakan

no 59 tahun perkawinan, denga
2018 kareng artian di bisa
sifatnya tidak| laksanakan di KUA
memaksa dengan biaya-Orupiah
atau bisa dilaksanake
di luar KUA dengan
biaya 600.000

Dari tabel di atasdi dapat dari tiga wawancara dengan kepala KUA
Kecamatan Klojen dan dua staf KUKecamatarKlojen. Peraturan pemerintah no

59 tahun 2018 merupakan sebuah langkah pemerintah dalam upaya pemberantasan
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pungutan liary ang terj adi di kal a ha pada kKurangd e n 0
maksmadnya pelayana pada masyarakat. Dalam upaya tersebut pemerintah
membagi biaya perkawinan menjadi dua macam. Yakni, 600.000 untuk perkawinan
yang dilaksanakan diluar KUA dan piah untuk perkawinan yang dilakskan

di KUA dan untk masyarakat tidak mampu. Sifat dari peraturan pemerintah
tersebut merupain suatu pilihan yang dapat dipilih masyarakat artinya tidak ada

pem&ksaan dalam pelaksanaan perkawinan.

2. Pandangan Gen Z Terakit Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2018
Tentang Pendpatan Negara Bukan Pajak Yang Dilakukan Kemengrian

Agama Terkait Tarif Biaya Kawin

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari
hasil wawancara dengagen z yang melakukan perkawimndi Kantor Urusan
AgamaKecamatarKlojen terkait kesadaran mereka tentang peraturan pemerintah
no 59 tahun 2018 tentang pendapatan negaranbpkggk yang dilakukan
kemenérian agama tentang tarif biaya perkawinan dan rujuk.

Berdasarkan wawancara yang diterangkan diéthammad Syarif
Utama sebagaialonpengantin gen z yang baru melaksangk@mgurusan berkas
peikawinan di KUAKecamatan Kloje.

Saya sudah tau mba soal biaya nikah diluar KUA itu 600.000,
sedangkan menikah 8iUA gratis. Soal biaya nikah dijelaskan
pas mau daftar nikah, pas ditany@nya persyaratan dan
tercantum di brosur KUA. Saya memilih menikah diluar KUA
karena menyesuaikan libur dokter mba. Dan menyesuaikan

dengan keluarga, kan bedseda bisanya, jadi pér
penyesuaian. Menurut saya 600.000 masih normal kok mba.
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Dari wawancara dengadluhammadSyarif Utama sudah mengetahui
terkait peraturan pemerintah no 59 tahun 2018 karena sudah tercantum di brosur
persyaratan perkawinan yang disediakan KKi&camatan Kl@n. la merasa tidak
keberatan dengan tarif yadgpatok olelNegara. Karena faktor fleksibilitas waktu,
ia memilih menikah di luar KUA.

Selanjutnya wawancara dengan alifiah hamidah sebagai calon pengantin
di KUA kecamatarKlojen. la menuturkan sebagai ieit;

Sayabelum mengetahui perbedaan menikah diluar KUA dengan
menikah di dalam KUA mba8aya kirasama ajakalau menikah
diluar KUA dan didalam KUA itu samsama berbayar 600.000,
sayamemilih menikah diluar KUA, karena keluargayamau
mengadakan intimate wedding (pernikahan yang hanya dihadiri
oleh orangorang terdekat dalam sekala yang kecil) dan gak
pernéh kepikiranuntuk memilih menikah didalam KUA langsung.
Menurut saya biaya 600.000 itu untuk menikah diluar KUA
tidaklah mahal, karena kan kita memanggil penghulu untuk ke
Gedung, dan untuk mengurus berkas lainnya kan juga butuh
dana, kalau dirasa biaya ®000 itu mahal, ya solusinya memilih
menikah didalam KUA yang O rupiah saja

Dari pemaparan wawancara diatas, alifah hamidah sebagai gen Z
kelahiran 2000 belum mengetahui perbedaan melaksanak perkawinan di KUA dan
diluar KUA. Menurutnya menikah diluar mpun di dalam KUA sama secara biaya.
Dengan biaya 600.000, ia merasa tidak keberatan karena menikah diluar KUA
memangggil penghulu yang dalam mengurus berkas membutuhkan dana.

Selanjutnya wawancara dengan pasangan Gen Z yang basaisel
melangsunkan perlawinan di KUAKecamatarKlojen, yakni Febri Setiawan dan

Verena Tirta Mutiara. Mereka memaparkan sebagai berikut;

Kami mengetahui biaya pernikahan didalam KUA dari moden
mbak Kamimemilih menikah dalam KUA karena menyesuaikan
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jadwal penghulu di KUA, karena di KUA Klojen kan
penghulunya hanya satu, daripada kesusahan memilih tanggal
lagi, mending langsung menikah di KUA sag@n daripada
bayar 600.000 tapi gak sesuai jadwal, mendamggsung di KUA
saja sebenernya menikah di rumah juga gapapa, tapi berhubung
jadwal penghulunya bentrok, makanya lebih bdidtlalam KUA

saja menurutkamikalau biaya pernikahan diluar KUA itu bisa
dikatakan mahal jika orangnya gak mampu, kalau orangnya
mampu ya biasa ajgadinya tergantung kemampuan masing
masing kalau kamilebih memilih menikah di KUA karena biar
lebih hemat, dan bisa sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Dari pemaparan wawancara dengan verenan dan pasangan mengetahui
perihal arif kawin baik di KUA maupun perkawinan yang dilaksaamakliluar
KUA. Mereka mengetahui sebab modgrang memberitahuinya Karena
ketabatasan penghulu jika ingin melaksaaralperkawinan diluar KUA harus
menyesuaikan dengan penghulu KUA. Terkait biaya gwikan 600.000
merupakan angka yang relatif, jika yang menilai orang tidak mampu, maka 600.000
masuk nilai yang mahal. Sebaliknya, jika orang kaya menilai, maka 600.000
termasuk harga yang normal. Kelebihan menikah di KUA lebih hemat dan
menyesuaikan waktcalon pengantin.
Selanjutnya dengan informan keempg2¢sy Adelia Putri kelahiran
Malang, 1Desember 2004. Gen Z ini memaparkan sebagi berikut;
sayabelumtau soalbiaya pernikahan yang akan dilangsungkan
didalam ataupun diluar KUAsayalebih memilih untuk menikah
didalam KUA karena gak pengen ramramai dan yang
terpenting sah dimata hukum karena sebelumsgga baru
melangsungkan pernikahan secara agasimd. Terus sekarang
mau di sah kan lewat KUA supaya di akui secara huktsnurut

sayabiaya pernikahan yang dilangsungkan diluar KUA sebesar
600.000 itu tidaklah mahal atau relatif sedang.
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Dari paparan wawancara diatas ada calon pengantin gen z yang belum
mengetahui perbedaan menikah diluar atau didalam KUA. Karena sebelumnya
sudah melangsungkan perkawinan secara agama atau perrgkahdatenikah di
KUA Klojen dilakukan supaya mendapat legalitas dari negara. Terkait biaya
memanggil penghulu jika hendak mealkdi luar KUA, 600.000 termasuk tarif
yang relatif.

Selanjutnya informan terakhir dari pasangan gerRayhan Pasa
Aryandra dengarAnnisa Anggoro Rahadiyanti. Mereka memaparkan terkait
kesadaran hukum peraturan pemerintah no 59 tahun 2@&B tarif biaya kawin,
sebagai berikut;

kami sudahtau soal biaya pernikahan didalam ataupun diluar
KUA mbg kami lebih memilih menikah diluar KUA karena
supaya bisa mendapatkan momentum bersama keluarga dan
saudara, menurutamibiaya pernikahan diluar KUA itu relatif,

tapi sepadan juga dengan momentum yieenmi dapatjadi kami
setujudenganbiaya 600.000 yang teffieditentukan

Dari wawancaa diatas pasangan genRayhanPasaAryandra sudah
mengetahui tdait tarif perkawinan yang hendak mereka laksanakan diluar KUA.

Dengan harga 600.000 yang mex bayar sesuai dengan momentum yang mereka

dapat.

C. Analisis Data
Darni pemaparan data diatas, maka peneliti dapat menemukan jawaban

dari rumusan masalah dari penelitian ini.
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1. Latar Belakang dan Pandangan KUA Kecamtan Klojen Terhadap
Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Dilakukan Kementerian Agama.

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pe&vinan yang
me n | el a s kRerkawinam halraikatan lahir batin antara seorang pria
dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah taigg) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Ma h a SEBammKompilasi Hukum Islam (KHI) antara seorang pria dan
wanita yang melakukan perkawinan seyogyanya mempunyai ikatan lahir batin
yang kuat dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kek#dsarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada pasal 2 UU perkawinan disebutkan perkawinan dikatakan sah
bila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan mmaasigg Dan
perkawina tersebut dicatat sesuai dengan perungiaagngan. Bila dalam
agamalslampencatan dilakukan di KUA setempaSebagai salah satu PNS
Kementerian Agama, Penghulu atau PPN yang berada di KUA Kecamatan
memiliki peranan wajib memberikan pelayanan keagamaan yang prima sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinie&nghulu memilikfungsi penting dalam
KUA salah satunya adalah pelaksanaan pencatatan nikah/rujuk bagi umat

Islam®8

5Pasal 1 Undantyndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
®Ananda, iTugasg®PDbk PlekKangoh Wrlsdhudgama Kec. Coblong Kota
Bandung diakses 7 Maret 2016itp://kuacoblong.blogspot.com/2016/03/tugerkok-danfungsk

penghulu.html
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Dalam proses pencasat perkawinan calon pasangan pengantin harus
memenuhi syaragyarat perkawinan. Sebagaimana dalsasal 2peraturan
pemerintah no 4&hun2014 Sebagaimana berikut;

1. Surat Pengantar RT/RW

2. Fotocopy KTP calon pengantin pria dan wanita

3. Fotocopy KK

4. Fotocopy Akte Kelahiran calon pengantin

5. N1 s/d N4 dari Kelurahan

6. Pas foto berwarna ukuran 3x4 : 2 lembar dan 4x6 : 2 lembar

Selainpersyaratan yang disebutkan diatas. Sesuai dengan pasal 5 pp
no 59 tahun 2018 calon pengantin dikenai tarif perkawi®@0.000 bila
hendak melangsungkan perkawinan di luar Kd#n O- rupiah bagi calon
pengantin yang hendak melangsungkaerkawina di KUA dan bagi
masyarakat miskin.

Pada mulanya tarif pendaftaran perkawinan hanya 30.000 sebelum di
terbitkan PP 48 tahun 2014 jo PP 59 tahun 2B&8lasakan keterangnbapak
AhmadNur Qoyim diatas menerangkadatar belakang di terbitkan RPI8 tahun
2014 ditenukan pelaku punganliar di Kediri. Oknum dari moden menarif
biaya perkawinan lebih dari 30.000 yang sangat memberatkan masyarakat. Hal
demikian menurubapak AH Fauzi Qusairi tidak dapat disalahkakarena
profesi moden tidak memiliki gaji yang pasti meski mendapat SK dari
kemenerian agama.

Moden atau pembantu pencatat nikah yang di SK oleh
kemengrian agama pada saat itu, itu bisa menentukan harga
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lebih dari Rp.30.0008,dengan alasan memang beludeaaturan
yang mengatur moden yang di SK oleh kesmiamt agama itu
mendapatkan honor, dia kan sudah bekerja,

AH Fauzi Qusairi menegaskan adanya PP 48 tahun 2014 biaya
perkawinan di setarakan sebesar 600.000. yang mencakup biaya transport, jasa
untuk penghulu yang melangsungkan perkawimk luar kantor KUA.
Sementara untuk perkawinan yang dilakukan di dalam KUA dikenai btaya 0
rupiah a@au gratis. AH Fauzi Qusairi menjelaskan bahwa hal demikian
merupakan bentuk inovasi pemerintah dalam memberikan pelayan yang
optimal bagi masyarakat.

MenurutNetti MurniastutiPP 48 2014 memiliki sifat tidak memaksa
calon pengantiruntuk melangsungkan perkawinan di luar KUA dan wajib
membayar 600.000. masyarakat dapat memilih pilihan kedua dalam
melangsungkan perkawinan dengan biayau@iah yang harus dilakukan di
dalam KUA.

AH FauziQusairimasih tidak memungkiri bahwa meski adanya PP
59 tahun 2018 pungan liar dilingkungan masih terjadineski pembayaran
biaya 600.000 langsung melalui bank tetapi demikian hanya bisa maksimal jika
di perkotaan.

walaupun kitamelaporkan kalau kita melaksanakan pernikahan
manten ini yang berbayar enam ratus sekian itu karena sudah
lewat aplikasi ya, kalau dota Malang khusunya ya nol koma
persen lah pembayaran bisa terjadi, tapi diluar sana, kabupaten
kabupaten yang pinggiragang masih sulit menjangkau aplikasi
ini atau internet nya masih kesulitan, ldggi aplikasi ini tidak

bisa diakses seperti enaknya kitaMialang, karena tergantung
jaringan juga,
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2. Kesadaran Hukum Gen Z terhadap efektivitas Peraturan Pemerintah No
59 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Dilakukan
Kementerian Agama.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia
tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi
kesadaran hukum dalam hal iberarti kesadaran untuk bertindak sesuai
dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan
semacam jembatan yang menghubungkan antara peratpeaaturan dengan
tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Soerjono soekanto mengartikan kemath hukum merupakan persoalan
nilai -nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau
tentang hukum yang diharapakan ada. sebenarnya yang ditekankan adalah
nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap
kejadiankejadian yang konkrit dala masyarakat yang bersangk8tan.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti
kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan atau yang
seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama tgohachng lain. Ini
berarti kesadaran akan kewajiban kita magingasing ternadap orang lait.

Bagi Ewick dan Sil bey, fAkesadar an

dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.

% Soerjono Soekanto. 2002. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Jakarta : Raja Grafindo
Persada. Hal 215

70 Sudikno Mertokusumo, Menigkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat,Edisi Pertama (Yogyakarta
: Liberti, 1981) him 13

58



Dengank at a | ai n, kesadar an hukum

perilakuo, dan bukan

Dari pengertian kesadaran hukum diatas dapat diakekimpulan

Aihuk dtm

bahwa kesadaran hukum dapat diketahui bila melihatigraéktkum yag

dilakukan oleh masyarakat hukum. Termasuk dalam melihat kesadaran hukum
padan generasi Z terkait tarif biaya perkawinan yang amanatkan oleh PP 59
2018. Maka harus melihat praktyang dilakukan generasi Z dikehidupan

nyata. Olehnya diperlukan dadata enpiris untuk menilai pasangan gen Z

yang melangsungkan perkawinan di Kd4ojen.

Dari paparan data wawancadengan beberapa calon pasangan

pengantinGen Z diatas dapat diambiataSebagaimana berikut;

sebagai

Anggoro Rahadiyanti

No | Nama Mengetahui| Tidak Mengetahui
1 Muhammad Syarif Utama dg X -
Sabrina Nisabul
2 | Arya Hartanto dan Alifiah - X
Hamidah
3 Fabri Setiawan dan Verena Tin X -
Mutiara
4 | Aris Murimin dan Desy Adelig - X
Putri
5 Rayhan Pasa Aryandra dan Ann| X -

Keteranga X = lya; = Tidak

perkawinan di KUA Klojen, dua orang tidak mengetahui tarif ®ipgrkawinan
yang di lakukan di dalam atau luar KUA. Demikian menunjukan adanya

ketidaksadaran hukum yanerjadi pasangan Gen Z yang melakukan perkawinan

1 1bid him 511

59

Dari lima responden pasangan penganti Gen Z yang melakukan

adal ah

at
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di KUA Klojen. Kesadaran Hukummenurut Soerjono Soekanto adalah kesadaran
atau nilainilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum
yang diharapkan ada. Soekanto juga menerangkan bangaditekankan adalah
nilai-nilai tentang fungsi hukum, bukan penilaian hukum terhadap kejadian konkrit

dalam masyarakat

Nilai-nilai fungsi hukum diharapkan dapat mencapai tujuan hukum.
Tujuan hukumdiartikan sebagai sesuatu kontrol sosial dan berhubungan dengan
pembentukan dan pemeliharaan atumturan sosial. Dalam hal ini hukum berpijak
pada kemampuan hukum untuk mengointperilakuperilaku manusia dan
menciptakan suatu kesesuaian didalam perfalaku tersebut. Hukum
berfungsi menciptakan aturaturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk
mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk maaddatit

agar orang tetap patuh kepada attaiman sosial yang sudah ditentukan.

Kesadaran Hukum pasangan generasi gen Z tentang PP 59 tahun 2018
bisa dilihat dari efektiv atau tidak sebuaturah. Menurut Soerjono Soekanto
bahwa efektif atadidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima fakt®ertama,
faktor hukum, bagaimana hukum dapat memberikan kepastian hukum guna
tercapainya perlindungan hukum yang berkeadDmtamtarif biaya perkawinan
sudah mengalami beberapa kali perubahan. Perulbetadhi ialah PP no 59 tahun
2018. Perubahan tersebut tidak terlalu siginifkan hanya sebatas @ertagasn

sebagai upaya peningkatan pelayanan publik.

2 Adam PodgoreckPendektan Sosiologis Terhadap HukutdakartaPT.Bina Aksara, 1981), 254.
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Kedua, faktor penegak hukum. Sebagaimana yang telah disampaikan AH
Qusairi diatas. Masih tidak memungkimasih adanyaoknum moden yang
mengambil tarif lebih biaya perkawinan yang sudah ditentukan. Demikian karena
perbedaan kondisi. Ketiggarana atau fasilitas pendukui@arana atau fasilitas
pendukung dalam efektivitas hukum PP 59 tahun 2018 berupa kbawdkses
baik secara transportasi, dan kemudahan akses internet. Dalam PP 59 tahun 2018
disebutkan dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal pembayaran biaya
perkawinan langsung dibayarkan melalui bank atau secara online. KUA Klojen
sangat memungkkan memberikan tarif sesuai dengan PP 59 tahun 2018 karena
sarana transportasi yang ada di kota malang sangat mudah dan akses internet sangat
terbuka. Terutama Gen gasangan pengantin KUKIlojen yang sudah melek

teknologiuntuk mengetahui Pio 59tahun2018.

KeempatFaktor masyarakat ddeelima,faktor kebudayaarDua faktor
ini tidak dapat dipisahkan. Faktor masyarakat yang belum sadar hukum sangat
mempengaruhi budayaSebaliknya faktor budaya sangat mempengaruhi
masyarakat. KotdMalang disebut sebagkota pendidikan bukan hanya karena
banyak perguruan tinggi yang berad&dtaMalang. Tetapi budaya pendidikan di
Kota Malang tergolong tinggi. Dari lima responden pasangan gen Z, ada tiga
pasangan yang sudah mengetahui tentang tarif biaya perkawimaikidbekarena

ketiga pasangan tersebut sudah melek pengettukam />

3 Soerjono Soekanto, Faktgaktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2016), 7.
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Karena kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan, karenan demikian
merupakan persoalan praktik atau yang sedang terjadi pasangan gen Z yang
melakukan pernikahan di KUKIlojen.Kesadaran hukum adalah persoalan hukum
sebagai grilaku pasangan penganntin gen Z KWHojen. Artinya kesadaran
hukum efektivitas PP 59 tahun 2018 tidak bisa dilihat dari aturan norma atau asas

yang add?

7 Ali Achmad, menguak Teori hukum (legal Theory) dan teori peradilan (judicial prudence)
termasuk interpretasi Undanumdang (legisprudence, kencana, 2009) 510
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BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari dsil penelitian dan analisa yang dilakukan peneliti
tentangkesadaran Hukum pasangan pengantin Gen Z yang melansungkan
perkawinan di KUAKIojen KotaMalang terhadaperaturan pemerintah no
59 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak yang dilakukan
kementrian agama tentang tarif biaya perkawinhatar belakang adanya
PP 59 tahun 2018 sebagai inovasi pemerintah dalam rangka meningkatkan
pelayanan publik di lingkungan KUA. Pelayanan publik yang meliputi tarif
perkawinan diatur supaya tidak ada lpghgutanliar dangratifikasi yang
dilakukan oknum moden atau pengurus KUA.

2. Kesadaran hukum pasangan penganti Gen Z di Kldfen masih ada yang
belum mengetahui terkait aturan tarif biaya perkawinan yang dilakukan
didalam KUA atau diluar KUA. Kesadardiukum ini merupakan sebuah
hal yang hanya dapat dilihat dari praktik hukum yang terjadi masyarakat.
Dari lima responden, tiga pasangan Gen Z mehgeteerkait tarif
perkawinan yang tercantum dalam PP 59 tahun 2018.dDa pasangan
Gen Ztidak mengetahui aturan tarif perkawinan yang tercantum dalam PP

59 tahun 2018.

B. Saran
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Adapun saran yang bisa diberikan penulis setelah melakukan penelitian
ini. Kepada KUA Klojen sebagaimana yang diamanatkan PP no 5 tahun 2009
tentangpelayana publik guna terus melakukan sosialisasi hukum terkait tarif
biaya perkawinan yang sudah ditentukan PP 59 tahun 2018. Karena penelitian ini
peneliti menemukarmalon pasangan pengantin Gen Z yang belum mengetahui
perbedaan tarif biaya perkawinaBagi calon psangan pengantin Gen Z
KecamatanKlojen agar mempelajari dan mencarihdakemudahan dalam
melangsungkan perkawinadalamhal iniyang dimaksud adaldemudalantarif
biayapekawinanyang dapatliselenggarakatanpabiayajika menikah diKartor

Urusan Agama.
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